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ABSTRACT 

 

Corruption causes losses financial to the state and have an impact on various aspects 

of national life. In terms of return on state financial loss, we need a juridical media, 

through the imposition of sanctions for compensation. In this regard authors are 

encouraged to make research on the mechanisms of implementation of the take -Over 

state assets to offset corruption. This study focuses on the two formulation of the 

problem: how the return of corruption money if the convict does not own property 

and how the return of corupption money if the convict dies but the losses the country. 

The author uses normative law research which uses literature and interviews to obtain 

data. The author uses qualitative analysis method with the thought process deduvtive. 

Based on the analysis conducted by the authors, can be summed up as follows: state 

action returns the result of corruption through criminal sanctions addition, pursuant to 

Article 18 legislation combating corruption, this effort in addition to through criminal 

sanctions, but it can also be through a civil suit if the defendant died or elements of 

the charges not proven but there is a loss state 

 

Key word : Corruption, losses financial to the state, criminal sanctions, civil suit 
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ABSTRAK 

 

Korupsi  menyebabkan kerugian keuangan negara dan berdampak  di berbagai aspek 

dalam kehidupan nasional. Dalam hal pengembalian kerugian finansial negara, kita 

memerlukan media yuridis , melalui pengenaan sanksi untuk kompensasi . Berkenaan 

dengan hal tersebut penulis terdorong untuk membuat penelitian tentang mekanisme 

Pelaksanaan perampasan aset sebagai pengganti kerugian keuangan negara . 

Penelitian ini berfokus pada dua formulasi masalah: bagaimana pengembalian uang 

hasil korupsi apabila terpidana tidak memiliki harta kekayaan dan bagaimana 

pengembalian uang hasil korupsi apabila terpidana menninggal dunia tetapi terjadi 

kerugian negara. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dimana 

menggunakan studi pustaka dan wawancara untuk memperoleh data. Penulis 

menggunakan metode analisis kualitatif dengan proses berpikir deduktiv . 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : tindakan negara mengembalikan hasil korupsi melalui sanksi pidana 

tambahan, berdasarkan pasal 18 undang-undang pemberantasan tindak pidana 

korupsi, upaya ini selain dapat melalui sanksi pidana ,namun dapat juga melalui 

gugatan perdata apabila terdakwa meninggal atau unsur-unsur dakwaan tidak terbukti 

tetapi terjadi kerugian negara 

 

Kata kunci : Korupsi, kerugian keuangan negara, sanksi pidana , gugatan perdata 
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